
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH
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KEPUTUSAN REPAIA BIRO PBNGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAII PROVINSI KALIMANTEN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENENG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID PBMB[INTU/PEIAKSANA
BIRO PENCIADAAN BARANG DAN JASA SEKRE'IARIAT DAERAI[

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2026

KEPAIA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
ELIMANTAV BARAT,

Meninbang          :   a.      bahwa   hak   masyarakat   untuk   memperoleh    infomasi
merupakan   hak   asasi   yang   memerlukan   keterbukaan
infomasi dari badan publik;

b.      dalam  upaya  pemberian  pelayanan  informasi  yang  cepat,
tepat, mudah dan murah,  diperlukan pengelolaan informasi
dan   dokumentasi   yang   tersusun   dalam   suatu   Dafter
lnformasi Fubuk (DIP);

c.      bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dohaentasi
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah FTovinsi
Kalimantan   Barat,   penetapan   DIP  dilakiikan   oleh   PPID-
Pembantu sebagaimana pasal  18 ayat (2)  Peraturan Menteri
Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2017 jo
Pasal   45   ayat   (5)   Peraturan   Komisi   lnfomasi   Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagainam  dimaksud
hunrf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c,  maka.  Penetapan  Daftar
lnformasi     Publik     Pejabat     Pengelola     lnformasi     dan
Dokumentasi  (PPID-Pembantu)  Biro Pengadaan  Barang dan
Jasa  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat Tahun
2026 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

d.

Mengingat             :    I.      Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  lnformasi
dan Transaksi Blektronik sebagainana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  19 Tahun  2016
tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Ifmbaran
Negara    Republik    Indonesia    Tchun    2016    Nomor    251,
Tambahan   Lembaran   Negara   Repumk   Indonesia   Nomor
5952);

2.      Undang-Undang Nomor 14 Taliun 2008 tentang Keterb±
Infomasi   Publik   (Lembaran   Negara   Rcpublik   Indonesia
Tchun2004Nomor61,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 4846);

3.      Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor 112, Tambahan lrmbaran Negara Repuouk Indonesia
Nomor 5038);
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4.      Undang-Undang      Nomor      23      Tchun      2014      tentang
Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa
kali dan terakhir dengan  Undang- Undang Nomor  1  Tchun
2023 tentang Hubungan Keuangan Dacrah (I.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

5.      Undang-Undang   Nomor   9   Tahun   2023   tentang   Provinsi
Kalimantan   Barat   (I.embaran   Negara   Republik -Indonesia
Tahun 2023 Nomor 69, Tanbahan Lembaran Negara Repurmk
Indonesia Nomor 6780);
Peraturan   Pemerintah   Nomor   61   Tahun   2010   tentang
Pclaksanann Undang-Undang Nomor 14 Tchun 2008 tentang
Keterbukaan  lnformasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2010   Nomor  99,   Tambahan   Lembaluri
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan   Pemerintah   Nomor   96   Tahun   2012   tentang
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan   Publik   (Lembaran   Negara   Repumk  Indonesia
Tahun   2012   Nomor   215,   Tambahan   Lcmbalan   Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

6.

7.

8.      Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9.      Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kondnen Bidang Komunihasi dan lnformatika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10.    Peraturan     Daerah     Nomor     8     Tahun     2015     tentang
Penyelenggaraan    Pelayanan    Publik    (Lembaran    Dacrch
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daelch Fhovinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

11.    Peraturan     Daerah     Nomor     8     Tahun     2016     tentang
Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah   Provinsi
Kalimantan Barat  sebagaimana telah  beberapa kali diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang
Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahuri
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerch
Provinsi   Kalimantan   Barat    (Lembaran   Daerah    Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 202 1, Tambahan Ifmbaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

12.    Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Pelayanan  lnfomasi  Fubljk
dan    Dokumentasi   di    Lin9kungan    Pemerintah    Ptovinsi
Kahiantan Barat;

Memperhatikan   :    1.      Peraturan  Komisi  Informasi  Nomor  1  Tahun  2013  tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik;

2.      Peraturan  Komisi  lnformasi  Nomor  1  Tahun  2021  tentang
Standar I.ayanan lnformasi Put)lik;

MBMUTUSKAN :

Menetapkan          :    KEPUTUSAN   KEPAIA  BIRO   FENGADAAN   BARANG   DAN  JASA
SBKRETARIAT      DABRAII      PROVINSI      KALIMANTAN      BARAT
TENTANG       DAFTAR       INFORMASI       PUBLIK       (DIP)        PPID
PEMBAI\ITU/PBLAKSAI\IA BIRO PBNGADAAN BARANG DAN LJASA
SEKRETARIAT DAERAII   PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN
2026.
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KESATU                 :    Daftar  lnformasi  Publik  (DIP)   PPID  Pembantu/Pelaksam  Biro
Pengadaan   Barang   dan   Jasa   Sekretariat    Daerah   Provinsi
KaJimantan  Barat  Tahun  2026  sebagainana  tercantum  dalam
Lanpiran Keputusan ini.

KBDUA :¥:tpe:t=anagibEau]arir¥mr|fap'::tt=rd88agatdi±eetkaepfrfud::g=
Penetapan ini akan diadakan Perubahan scbagalmana mestinya

Ditetapkan di            Pontianak
pada tanggal             2 Februari 2026

KEPAPRE!`RQ' P`¥g9ADAAN BARANG DAN JASA
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